KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar Nomor: 218/000.3/U/2026
tanggal 6 Mei 2026 perihal Nama Pejabat Pengadaan
dalam rangka tindak lanjut surat Plh. Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Selayar Nomor: 207/PBJ.01.4-SD/7301/1/2026
tanggal 4 Mei 2026 perihal Permintaan Pejabat
Pengadaan/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penunjukan
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan
daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 67);

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang
Standar Harga Satuan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
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8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023
tentang  Perencanaan  Anggaran, Pelaksanaan
Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran,
Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 347);

10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021
tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun
2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1286);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
KONSTRUKSI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN
ANGGARAN 2026.

Menunjuk dan menetapkan nama yang tersebut di bawah
ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi
Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026 sebagai
berikut:

Nama :  Abdul Rahim.S, S.T

NIP : 19810416 201101 1 011

Pangkat :  Penata/Ill.c

Unit Kerja : Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Setda Kepulauan
Selayar.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

mempunyai tugas berikut:

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
Pengadaan Langsung untuk:

a. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai
paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah);

b. Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling
banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta
rupiah);

2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
Penunjukan Langsung untuk Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah);

3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan

Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung untuk
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pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling
banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
dan
4. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling
banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan Anggaran Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber

dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian 076

tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa
tanggungjawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

sampai dengan tanggal 31 Juli 2026.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 20 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.
AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
__KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 17
TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG/
JASA KONSTRUKSI PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2026

PEJABAT PENGADAAAN BARANG /JASA KONSTRUKSI PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN
ANGGARAN 2026

HONORARIUM
NAMA UNIT KERJA PER BULAN
: Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Abdul Rahim.S, S.T . )
19810416 201101 1 011 Pemermtahszgc;:r Kepulauan Rp 680.000;-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
ttd.

AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
__Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,
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